PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
vy JI. Pahlawan No. 175 ®({0287) 381289, 3181447

KEBUMEN 54311

KEPUTUSAN
KEFALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: 42002575

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PIUS
BAKTI UTAMA GOMBONG MENJADI SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
PIUS GOMBONG

KREPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEBUMEN,

Memperhatikan : 1. Surat dari Yavasan Pius/Sckolah Menengah Atas (SMA) Pius Bakti Utama
Gombong Nomor 26/Peng SMAP/E-10/VIL2011 tanggal 22 Juli 2011
perihal Perubahan Nama Sekolah vang semula SMA Pius Bakti Ulama
Gombong menjadi SMA Pius Gombong,

2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang
Pedoman Pendirian Sekolah;

Menimbang : a  bahwa sebagai salah satu syarat sahnya suatu lembaga pendidikan (sekolah)
adalah harus memiliki Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Sckolah;
b.  bahwa permohonan usulan perubahan nama Sekolah Menengah Atas (SMA)
Pius Bakti Utama Gombong menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA) Pius
Gombong telah memenuhi syarat kelayakan perubahan nama sekolah, maka
perlu memberikan izin perubahan nama sekolah;
c.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan
b. maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Kebumen temtang Pemberian izin perubahan nama
Sckolah Menengah Atas (SMA) Pius Bakti Utama Gombong menjadi
Sekolah Menengah Atas (SMA) Pius Gombong.

==

Mengingat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-

daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

3. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
MNomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1235, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844 ),

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 temang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Peraturan Pemenntah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai
Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;

7. Pematuran Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);

8. Peraturan Pemernintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 NMomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3484);

9. Peratran Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat
dalam Pendidikan MNasional (Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3485);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4496);

1. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimna telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah MNomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah MNomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

15. Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun
2010 nomor 23);

Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan vang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daearah

16, (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan

™ Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
kebumen Tahun 2008 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kebumen MNomor 24) sebagamana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Dacrah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2011 Seri D

MNomaor 2).
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Perubahan Nama Sekolah kepada Sekolah Menengah Atas (SMA) :
Semula - Sekolah Menengah Atas (SMA) Pius Bakti Utama Gombong
Jalan Tentara Pelajar No.288 Gombong Kabupaten Kebumen.
Telepon (0287) 471736

Sekarang @ Sekolah Menengah Atas (SMA) Pius Gombong
Jalan Tentara Pelajar No.288 Gombong Kabupaten Kebumen
Telepon (0287) 471736



KEDUA . Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

TEMBUSAN; disampaikan kepada Yth.:

1

Fud

=

Bupati Kebumen;

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Cq. Dircktorat Jenderal Pendidikan Menengah di Jakarta;
Ketua DPRD Kabupaten Kebumen;

Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
Kepala Bappeda Kabupaten Kebumen:

Yayasan Pendidikan Pius Pusat di Purworejo.




